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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
NOMOR 2 TAHUN 2006 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  DAERAH (RPJM) 

KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006-2010 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-
undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf (e) 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 2006-2010. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten 
Humbang Hasundutan tanggal 25 Pebruari Tahun 2003  di Propinsi 
Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Idonesia No. 28 Tahun 
2003); 

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286). 

3. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355).  

4. Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

5. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 

6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  No. 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).  

7. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4165) 

10. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  


